SALINAN

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH BANGKALAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :@:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat

Mengingat

1.

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dapat diubah dapat diubah apabila
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan  perkembangan  keadaan = atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan
berdasarkkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Rectangle


2-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diuabah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam
penyusunan RPJMD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor
S/D);
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2009 Nomor 4/E);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun (RPJPD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor
1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Nomor 55);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-
2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 65).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2018-2023.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E), Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55),
diubah sebagai berikut :
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1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-
2023 berpedoman pada :

RPJMN 2020-2024;

RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025;

RPJPD Kabupaten Bangkalan 2005-2025;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten

Bangkalan Tahun 2009-2029; dan

e. RPJMD Kabupaten /Kota sekitar.

paooop

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 adalah

sebagai berikut :

a.BAB I : Pendahuluan;

b.BAB 11 : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB IIl : Gambaran Keuangan Daerah

d.BAB IV : Permasalahan dan Isi Strategis
Daerah;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan
Program Pembangunan Daerah;

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan
Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;
i. BAB IX : Penutup.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

3.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 10
Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran
tahun 2021 yang telah ada sebelum Peraturan
Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang
saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan
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RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN Salinan sesuai dengan aslinya
BANGKALAN, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR
27 -2/ aoal


baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 4 November 2021     
                                                           
                                                           
         BUPATI BANGKALAN,

                      ttd.

     ABDUL LATIF AMIN IMRON

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
   KEPALA BAGIAN HUKUM,

                   ttd.

       MASYHUDUNNURY
        Pembina Tingkat I
 NIP. 19741115 199803 1 004

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
   

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN 
                 BANGKALAN,

                         ttd


 MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
 LEMBARA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR  1  SERI   E
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 3% TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018 - 2023

[. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023 merupaakn penjabaran visi dan
misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur
bahwa RPJMD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kabupaten Bangkalan
melakukan Perubahan RPJMD terkait dengan penyesuaian yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu adanya Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut ditas, maka materi penyusunan
Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023,
mencakup :

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

2. Penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan
keuangan daerah;

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana
tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian
kinerja, kondisi, potensi dan regulasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan
Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan ke
dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan.



[I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 7% -

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

BANGKALAN


baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
   KEPALA BAGIAN HUKUM,

                   ttd.

       MASYHUDUNNURY
        Pembina Tingkat I
 NIP. 19741115 199803 1 004


